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ABSTRAK 

Penanganan perkara korupsi di Indonesia pada saat berlakunya Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 secara normatif menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), beserta peraturan lain yang 

memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Yang mana di dalam KUHAP hanya 

mengenal 2 lembaga atau instansi yang berwenang menangani tindak pidana yaitu 

Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001, memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan 

dan penyidikan dalam perkara korupsi. Wewenang Jaksa di sini tidak lagi bersifat 

sementara karena dengan dicabutnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 

16 Agustus 1999, maka wewenang Jaksa tersebut tidak lagi terkait dengan pasal 284 ayat 

2 KUHAP. Dengan demikian dalam perkara korupsi terdapat dua aparat penyidik yaitu 

Jaksa dan Polisi. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 kewenangan penyidikan 

secara yuridis mengikuti prosedur yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999, atau dengan kata ain terdapat dua lembaga yang berwenang untuk menyidik kasus 

korupsi yaitu lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Namun berdasarkan amanat Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana tercantum pada pasal 37 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 mengisyaratkan adanya tiga lembaga yang berwenang menangani 

tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 

POLRI dalam paradigm baru diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peran 

kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Selanjutnya 

berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya 

fenomena supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan 

berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab 

kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat 

terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi 

pada kepentingan masyarakat.  Dengan demikian dapat dikatakan ketika terjadi dugaan 

tindak pidana korupsi,  POLRI juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan juga  

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, 

kepolisian memiliki kewenangan melakukanpenyelidikan dan penyidikan dalam perkara 

pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi. 
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PENDAHULUAN 

Dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi, perlu adanya sinkronisasi 

(keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting 

bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab 

gagalnya pemberantasan kejahatan, khususnya kejahatan korupsi hubungan yang terpadu 

antara penegak hukum dalam sistim hukum pidana merupakan hal yang sangat penting 

artinya yaitu dalam penyelesaiaan perkara pidana korupsi. 

Di Indonesia sendiri pengaturan, pengawasan dan penindakan korupsi telah 

dilakukan dari waktu ke waktu, baik sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan 

saat ini. Selain dari nilai uangnya, jumlah orang yang terlibat serta cara-cara yang dipakai 

dalam praktek korupsi semakin lama semakin meningkat. 

Tindakan yang dilakukan agar upaya penegakan dan pemberantasan korupsi lebih 

efektif dan untuk memberi kemudahan dalam pembuktian, Undang–Undang Nomor. 3 

tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan 

undang–undang Korupsi yang baru, yang memberi akses partisipasi masyarakat guna 

terlibat membantu dalam usaha pemberantasan korupsi baik preventif maupun refresif, 

yaitu Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang–

Undang No. 20 Tahun 2001. 

Mengantisipasi hal tersebut, banyak lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi 

pelaksanaan korupsi dan menindak para pelakunya, khususnya Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Namun dalam perkembangan hal itu ternyata diikuti pula oleh 

peningkatan teknik dan gaya penyelewengan, sehingga seakan-akan praktek korupsi itu 

tiada batas akhirnya.
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Penyelengaraan peradilan Pidana di Indonesia telah mengalami pembaharuan 

dengan diberlakukannya Undang–Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang–

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 selanjutnya 

disebut KUHAP) yang menggantikan Het Herziene Inlands Reglement (HIR) produk 

pemerintah kolonial Hindia Belanda.  

Dalam proses peradilan Tindak Pidana Korupsi yang penting atau perlu mendapat 

perhatian lebih adalah proses penyidikan, karena pelaksanaan penyidikan sangat rentan 

terhadap berbagai permasalahan baik yang berkenaan dengan terjadinya pelanggaran hak-

hak tersangka maupun kemungkinan terjadinya konflik kewenangan antara para penegak 

hukum yakni antara lembaga yang satu dan lembaga lainnya dalam hal pelaksanaan tugas 

dan kewenangan yang dimiliki. 

Semangat reformasi telah menimbulkan baik political will maupun tekad 

pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta bentuk-bentuk 

penyimpangan lain, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh aparatur 

penyelenggara negara. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak 

dapat dilepaskan dari kepolisian seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Adapun tujuan penyelidik dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-

bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda 

                                                             
1 Djoko prakoso, 1990, Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi, ( 

Jakarta: Aksara Persada Indonesia), hlm.1. 



maka penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan 

seizin Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (pasal 38 KUHAP), 

penggeledahan rumah (pasal 33 KUHAP), pemeriksaan surat-surat (pasal 47 KUHAP), 

sedangkan terhadap orang penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan 

(pasal 16 sampai 

20 KUHAP).
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Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang mana terdapat beberapa 

lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan 

wewenang dalam penyidikan yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 

berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasn Korupsi. 

 

PEMBAHASAN 

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi 

mengacu kepada Undang-Undang No.31Tahun 1999 jo.Undang-Undang No.20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, serta UU No.16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana 

korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

menegaskan bahwa :  

“Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 

tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini”. 

Pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh berbagai 

institusi yang telah ada seperti kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain yang 

berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kewenangan 

KPK diatur secara lebih berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 

dengan berbagai institusi tersebut, namun di dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan 

kewajibannya tetap juga terdapat gesekan-gesekan dengan institusi lain yang telah ada 

sebelumnya. 

Bentuk mandat KPK yang besar bukan hanya terimplementasikan dalam fungsi 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sekaligus, namun juga fungsi koordinasi dan 

supervisi dalam konteks pemberantasan korupsi terhadap penegak hukum yang lain, yaitu 

kepolisian dan kejaksaan, realisasi fungsi ini tidak secara mudah dicerna dan dipahami – 
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untuk tidak dibilang tidak ada oleh public dan bahkan oleh DPR (yang menjadi satu-

satunya lembaga pengawas eksternal KPK tersebut).
3
  Romli Atmasasmita terkait dengan 

kehadiran KPK mengatakan: “tidak ada satu pun penegak hukum di dunia yang memiliki 

kewenangan sebesar KPK, yakni sebagai penyelidik, penyidik maupun penuntut umum 

sekaligus.”
4
  

Jadi yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Negara 

Republik Indonesia,selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi 

penyelidik.Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan yangmerupakan serangkaian 

tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukanpenyidikan menurut cara 

yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 KUHAP). 

Jika diperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut, nampaknya POLRI dalam 

paradigm baru diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai 

bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Selanjutnya berkenaan dengan 

perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya fenomena supremasi 

hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai cara 

pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian 

yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat terhadap 

pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada 

kepentingan masyarakat.  Dengan demikian dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak 

pidana korupsi, POLRI juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

 

KESIMPULAN 

Penanganan perkara korupsi di Indonesia pada saat berlakunya Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 secara normatif menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), beserta peraturan lain yang 

memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Yang mana di dalam KUHAP hanya 

mengenal 2 lembaga atau instansi yang berwenang menangani tindak pidana yaitu 

Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001, memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan 

dan penyidikan dalam perkara korupsi. Wewenang Jaksa di sini tidak lagi bersifat 

sementara karena dengan dicabutnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 

16 Agustus 1999, maka wewenang Jaksa tersebut tidak lagi terkait dengan pasal 284 ayat 

2 KUHAP. Dengan demikian dalam perkara korupsi terdapat dua aparat penyidik yaitu 

Jaksa dan Polisi. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 kewenangan penyidikan 

secara yuridis mengikuti prosedur yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999, atau dengan kata ain terdapat dua lembaga yang berwenang untuk menyidik kasus 

korupsi yaitu lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Namun berdasarkan amanat Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana tercantum pada pasal 37 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 mengisyaratkan adanya tiga lembaga yang berwenang menangani 

tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 

POLRI dalam paradigm baru diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peran 

kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Selanjutnya 

berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya 

fenomena supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan 

berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab 

kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat 

terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi 

pada kepentingan masyarakat.  Dengan demikian dapat dikatakan ketika terjadi dugaan 

tindak pidana korupsi,  POLRI juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan juga  

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, 

kepolisian memiliki kewenangan melakukanpenyelidikan dan penyidikan dalam perkara 

pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi. 
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